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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian
Praktik sejenis wakaf telah dikenal manusia sebelum Islam datang. Umat

manusia terlepas dari agama dan ajaram. yang mereka anut sesungguhnya telah

mengenal beberapa pend ta ben g substansinya tidak

berbeda jauh den dalam Islam. Hal ini dis ada dasarnya, umat

menyembah Tuhan dengan ritual keagamaan ses

inilah yang menjadi faktor bagi setiap umat untuk

ikan bangunan peribadatannya =masing-masing (Ahmad Djunaidi dkk,

.\'4 B
sejarah Islam, wakaf dikM( masa Rasulullah Saw k f
disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di

kalan a’ tentang siapa yang pertama kali melaksanaka wakaf.

Men gian pendapat ulama mengatakan bahwa yan kali

melaksanakan wa h Rasulullah SAW yaitu w. h milik Nabi SAW

untuk dibangun gian nyata yang pertama kali
melaksanakan syariat wakaf adalah in Khatab. Pendapat ini berdasarkan
hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Hadits tersebut berbunyi:
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“Dari Ibnu Umar ra, dia berkata "Pada suatu ketlka Umar bin Khaththab
memperoleh sebidang tanah d maka ia pergi menghadap Rasulullah

SAW untuk meminta petunju gelolaann mar berkata, 'Wahai
Rasulullah, s dan Khaibar dan tidak
memperoleh tanah ters lebih ber harta. Oleh karena

perintahkan kepadaku de ah tersebut?' Lalu
SAW menjawab, 'Wahai Umar, apabila ka mau, maka
nlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan Ibnu
ata, "Lalu Umar menyedekahkan hasil tanah itu Syarat
dak boleh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun dihibah
r ra menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum ker
belian, fisabilillah, Ibnu Sabil, dan }ju Selain itu, orang yang mengurusnya
S

h memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh beri
temannya sekedarnya% .th: 5/74).
s semakna tersebut Juga/,cjkué olen Sayyid Sabiq (197 1),

dengan matan yang hampir sama. Selanjutnya beliau mengatakan:
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Nabi SAW dan orang selain a. Kami tidak mengetahui adanya
perbedaan pendapat dari seorangpun di antara orang-orang terdahulu dari
mereka. Hal tersebut adalah wakaf pertama dalam Islam.”

Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti

Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk

melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin

saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan,



membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan
beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada
pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan
wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi

masyarakat (Ahmad Djunaidi, 2005: 8).

Di Indonesia, pranata perwaka diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Secara eratur dang- entang perwakafan

dapat dibedakan

yang
tentan

ua: peraturan perundang-u entang perwakafan

kan pemerintah Belanda, dan peraturan peru angan
afan yang diundangkan oleh Pemerintah Indonesia. ubarok

(2008: . 49) mengemukakan bahwa 4 eraturan perundang-undangan | tentang
produk pemerintah E;ei?
edaran (Bijblaad 1905 Nom

pemerintah Belanda sama sekali tidak bermaksud menghalang-halangi umat
I nesia memenuhi keperluan agama mereka; pe‘rumah
[

ba ya dilakukan apabila dikehendaki oleh kepentinga

1. 6196) yang menetapka wa

2. Surat edaran ara kepala i Jawa dan Madura

supaya para b h ibada t Islam yang ada di

kabupaten masing-masing. Dalam*daftar tersebut harus dicatat asal usul
rumah ibadah; penggunaannya, terutama dipakai salat Jum’at atau tidak;

fasilitas pendukung, ada pekarangan atau tidak; dan statusnya, wakaf atau

bukan. Para bupati juga diwajibkan membuat daftar keterangan yang memuat



segala benda tak bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum,
baik dengan nama wakaf maupun dengan nama lain.

3. Surat edaran (Bijblaad 1931 Nomor 125/3) tentang perintah agar para bupati-
sepanjang belum ada-membuat daftar rumah-rumah ibadah yang digunakan

untuk salat jum’at, penggunaan dan status hukumnya. Dalam surat edaran ini

ditetapkan bahwa wakaf (pendi mah ibadah) memerlukan izin dari
bupati. ’
4. Surat edaran 1934 Nomor 13990) y upakan penegasan

urat edaran sebelumnya tentang sengketa umat genai

pe aan salat Jum’at. Surat edaran ini memberikan kewe

para bupati untuk menjadi m‘tﬁator dalam menyelesaikan
naan salat Jum’at?g-minta oleh pihak-pi
angkutan. Bupati harus ngamankan keputusan terutama

pihak-pihak yang tidak mau mengindahkannya.

5 5 an (Bijblaad 1935 Nomor 13480) yang merup egasan

terha urat-surat edaran sebelumnya. Akan tetapi ada se erubahan,

yaitu pihak harus me kan kepada bupati

agar ia (bupati waka dalam daftar yang
disediakan untuk diteliti oleh pemerintah Belanda; apakah terdapat peraturan
umum atau peraturan setempat (adat) yang dilanggar atau tidak.
Pada tahun 1960 telah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-

Undang Pokok Agraria ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan



diatur oleh peraturan pemerintah. Isi lengkap pasal 49 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah:

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan
untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi.

Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk

bangunan dan usahanya dalam agamaan dan sosial.

2. Untuk keperl atan rluan a dimaksud dalam

pasal 14 dap an tanah yang dikuasai la leh negara dengan

3. Pe an tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan ntah.

Tujuh belas tahun kemudian, dibﬂuklah Peraturan Pemerintah Nomor 28
7 tentang Perwakafan a ||i-k. Setelah Peraturan
N 8 Tahun 1977 diberlakukan, pemerintah mengeluarkan ran-

peraturan pelaksanaan lainnya. Di antaranya adalah:
1. Phenteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tangg ember
19 ng Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai perwak nah milik.

2. Peraturan M ama Nomer 1 Tahu

tentang Peraturan

Pelaksanaan Pe Pemer 28 tahu
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri or 12 Tahun 1978 tentang Penambahan
Ketentuan mengenai biaya pendaftaran tanah untuk badan-badan hukum

tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.



4. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1978/1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

5. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor

Kep/D/75/78 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah tentang Perwakafan ilik.

6. Keputusan M a tahun tang Pendelegasian

Wewenang
tingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/ ntikan
se pala kantor urusan agama (KUA) sebagai Pejabat at Akta

Ikrar Wakaf (PPAIW). 4{
i Menteri Agama Nom 1979 tentang Petunjuk
tusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978.

epala-Kepala Kantor Wi epartemen Agama

8. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor

14/1980 tentang Pemakaian Bea Materali dengan‘ Surat

Dirje ak Nomor S-629/PJ.331/1980 tentang Penentuan S Formulir
Wakaf yang b rai dan yang,tidak bebas

9. Surat Dirjen ngan rusan Haji Nomor

D.1I//Ed/11/1981 tentang Petun Pemberian Nomor pada Formulir
Perwakafan Tanah Milik.
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi

Hukum Islam.



11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dimuat dalam
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159 pada tanggal 27 Oktober 2006 dan
UU ini dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Peraturan perundang-undangan i perwakafan yang diundangkan oleh

pemerintah Beland an tida u lagi arkannya Peraturan

Pemerintah Nomo

un 1977 tentang Perwakafa ilik.

kim (2004: 51) mengemukakan bahwa p dan

pembe harta wakaf di kalangan umat Islam telah menga ubahan

yang signifikan. Dari waktu ke waktu, ﬁmahaman wakaf produktif pun semakin

dan komprehensif i/aﬁwerﬁuntuk mengembangk. i,
K% a itu, umat Islam telah m kan

-
pentingan sosial masyaralcé?

wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara mendirikan

yayas lembaga pengembangan ekonomi berorientasi yanan

masyarakat.“Ihi menunjukkan betapa pentingnya pemberdaya rta wakaf

produktif untuk m an ekonomi umat.

Perkembangan g waka zaman pemerintah

Hindia Belanda sebagaimana telah dikemukakan oleh Jaih Mubarok, hal senada
juga dikemukakan oleh Suparman Usman (1994: 49), sampai kemudian
berlakunya PP No. 28 Tahun 1977, objek wakaf baru sebatas tanah milik saja.

Tetapi kemudian setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam, Objek wakaf lebih

luas. Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa: “Benda Wakaf adalah



segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang
tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.”

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf
mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang

penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan

sosial keagamaan. Formulasi huku emikian, jelas suatu perubahan yang

sangat revolusion dapa sasika miliki akibat yang

berlipat ganda

Itiplier effect, terutama kaitannya dengan

pem ekonomi umat Islam. Namun, usaha ke arah bukan
pekerj ng mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusa sudah

terlanjur mengidentikkan wakaf dengar‘ alam bentuk) tanah, dan benda bergerak
a bendanya tahan Iz;lr‘n%e d

Tdemikian, Undang-Un
04 tentang Wakaf diproy ikan\s agai sarana rekayasa sosl

engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan, perilaku

umat r senafas dengan semangat UU tersebut.

Sala objek wakaf yang dapat diproyeksikan sebagai a rekayasa

sosial adalah ke bjek wakaf yang ber raan agak mudah

dipahami aspek pe tersebu dijadikan pelengkap
kegiatan utama, atau malah menjadi kegfatan utama. Seperti dijadikan alat angkut
yang dikelola secara profesional dalam bentuk korporasi atau perusahaan,
disewakan, atau disewabelikan. Dengan demikian, aspek ekonomi benda wakaf

berupa kendaraan agak mudah dimengerti (Jaih Mubarok, 2008: 98).



Rasulullah Saw dan para sahabat beliau telah mewakafkan masjid, tanah,
sumur, kebun, dan kuda (Sayyid Sabig, 1993: 150). Dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004, kendaraan dikategorikan sebagai benda bergerak yang
dapat dijadikan objek wakaf karena sifatnya. Dalam pendefinisian wakaf itu

sendiri antara ulama satu dengan yang lain berbeda beda. Sedangkan redaksi yang

tecantum dalam Kompilasi Huku asal 215 jo. Pasal 1 (1) PP. No.
28/1977: "Wakaf uatan seseor lompok orang atau

badan hukum emisahkan sebagian da a miliknya dan

mele nya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibada erluan

umum sesuai dengan ajaran Islam™(Ahmad Rofiq, 1998: 4

Dalam pendefinisian wakaf tersebut ditegaskan bahwa yang diwakafkan

da tetap dan bermanfaa

’ﬁﬁ menyebutkan harus b a
ber atau tidak bergerak. Para r{;ﬁahf%}erbeda pendapat tentang wa enda

bergerak. Ada tiga pendapat besar sebagaimana dikemukakan Muhammad Abid

Abdil bisi (2003: 271) yaitu : Madzhab Hanafiyah ber bahwa

pada dasa benda yang diwakafkan adalah benda tidak bergerak:"Karena obyek

wakaf itu harus tap ‘ain (dzat/pokok)-ny mungkinkan dapat

dimanfaatkan teru erus. berpendapat boleh
mewakafkan benda bergerak dengan syarat dapat dimanfaatkan untuk selamanya
atau dalam jangka waktu tertentu.

Madzhab Syafi'i membolehkan wakaf berupa benda bergerak apapun dengan
syarat barang yang diwakafkan haruslah benda yang kekal manfaatnya, baik

berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sedangkan Madzhab
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Hambali menyatakan boleh mewakafkan harta, baik bergerak maupun tidak
bergerak, seperti mewakafkan kendaraan, senjata untuk perang, hewan ternak dan
kitab-kitab yang bermanfaat dan benda yang tidak bergerak, seperti rumah,
tanaman, tanah dan benda tetap lainnya.

Perbedaan pendapat tersebut tentang wakaf benda bergerak sangat jelas semua
Madzhab membahas mengenai ben ak, akan tetapi dari semua Madzhab
hannya Madzhab g me ecara r“as mengenai wakaf

daraan, diketahui dari ban

bergerak berupa tur-literatur berupa

buku tab atau buku karangan Madzhab Hambali v bahas
menge af kendaraan tersebut. Sebagian Madzhab lain | mbahas
wakaf kendaraan seperti Madzhab Hanafiyah yang sama membolehkan wakaf
akan tetapi hannya--‘ a{(ﬁ dan unta saja yan

ken n dan tidak bisa dijadikmm\ek- wakaf yang semakin Iu

Madzhab Hambali. Sedangkan Madzhab yang lain seperti Madzhab Maliki dan

Madz ’i sangat sedikit sekali literatur yang membaha ai hal

tersebut. enakan pandangan Madzhab Hambali lebih luas nai wakaf

kendaraan dari zhab yang ,lain maka ’ mengenai metode
Madzhab Hambali ga mem raan se bjek wakaf. (Ahmad

Djunaidi dkk, 2005: 26).

Ibnu Qudamah (t.th:188) di dalam Al-Mughni kemudian mengatakan:

p .. . {o,e/ ‘3/‘ _ /2 “/oz 0t @ PE-E- . <
g o 08 O (el sl bty Yy G s Y

BV Ay oS e Ll WS Py S
Sk
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“Dan tidak diperbolehkan wakaf kecuali dengan empat syarat, salah satunya
adalah barang yang dijadikan objek wakaf tersebut dapat diperjual belikan
dan mempunyai nilai manfaat yang lama dengan jenis barang tersebut, seperti
binatang, anggur, perabotan rumah tangga, dan pedang.”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah

Transformasi figh Undang- g Nomor 41 Tahun

2004 Pasal 16 Ay

1. Bagai kah wakaf kendaraan menurut madzhab Hambali?

2. B kah wakaf kendaraan menurut Perumus Undang'omor
41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 Huruf d tentang wakaf kendaraan?

imana metode dan proses.q i-figh Madzhab Hambali dap
-Undang Nomor 41 TahuMasal 16 Ayat 3 Huruf d te f

kendaraan?

d. Maka pertanyaan pene sebagai berikut:

C.T Kegunaan Penelitian

i

liki tujuan sebagai

Sesuai denga

aan penelitian, penelitian

M

berikut:

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai wakaf kendaraan menurut
madzhab Hambali.
2. Untuk mengetahui wakaf kendaraan menurut Perumus Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 Huruf d tentang wakaf kendaraan.
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3. Untuk mengetahui metode dan proses transformasi figh Madzhab Hambali
terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 Huruf d

tentang wakaf kendaraan.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaannya adal

1. Kegunaaan

Seca is penelitian ini bergun mengembangkan

huan ilmiah di bidang figh dan ilmu perundang-u Selain

ga untuk dialihkan ke dalam kegiatan pembela) ehingga

mahasiswa akan memperoleh informasi mutakhir berkenaan _dengan

sformasi figh Khususn hal wakaf kendaraan, a

hirnya kompetensi ilmia | tersebut akan lebih ber . Dan
tuk dijadikan titik tolak bagi kegiatan penelitian lebih lanjut, baik oleh
maupun akademisi lain, sehingga kegiatan pe enjadi

ambungan dan lebih komprehensif.

2. Kegunaan P

Secara peneli t mena wawasan bagi para

pembaca pada umumnya dala al wakaf kendaraan sehingga dapat

dijadikan bahan acuan dalam hukum dan cara pemanfaatannya.
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D. Kerangka Berpikir

Pada mulanya, definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi
yang dikemukakan oleh Syafi’iyyah. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik. Pasal 1 ayat (1), berbunyi bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum

seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya

yang berupa tanah milik dan mel annya untuk selama-lamanya untuk

kepe mum ‘uai dengan Ajaran

dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarl pilasi

kepentingan perib

Islam”.

Huku , Pasal 215 Ayat (1), berbunyi bahwa: “Wakaf a rbuatan

hukum_seseorang atau sekelompok orﬁ atau badan hukum yang memisahkan
rta benda miliknya dﬁ e’:g;’-ékan untuk selama-la

kep gan ibadat atau kepentingar(gum ainnya sesuai dengan ajaran

Jika_ membandingkan antara PP No. 28 Tahun 1977 dengan Inpres No. 1

Tahu

rlihat jelas pada jenis benda wakaf. Dalam PP di bahwa

benda w dalah tanah milik. Sedangkan dalam Inpres di an bahwa

benda wakaf adal ilik. Dalam_Inpres men bahwa benda yang

dapat diwakafkan an han ik, me juga dapat berupa

benda milik lainnya, yang menurut tafsiFterhadap Inpres tersebut bisa benda tetap
(tak bergerak) yang disebut al- ‘agr, atau benda bergerak yang disebut al-musya’.
Dinamika sosial, desakan publik dan paradigma berpikir yang semakin

meluas “memaksa” lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai

payung hukum yang lebih kuat berskala nasional. UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1
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Ayat (1) tersebut mendefinisikan: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut

syariah”

Definisi ini tergolong definisi ukup longgar dan mengakomodasi
perbedaan  pen b'Iangan ‘empertimbangkan
pengembangan o af demi kemaslahatan um ra hal yang dapat

dike dalah fleksibilitas bentuk objek wakaf dalam In arnya

sudah omodir semua pandangan pakar figh, tetapi i oleh

pandangan hirearki terhadap pandangan hukum di Indonesia, bahwa Peraturan
(PP) lebih tinggi dérl Fuﬁresiden (Inpres), sehin

lahi UU tersebut fleksibilitas /térsebu “lebih kuat payung hukum

kendala, fanatisme madzhab yang kuat di akar rumput dalam meyakini objek
waka nah (yang ia termasuk benda tak bergerak), sehing entasi

belum be mulus (Ali Amin Isfandiar, 2008: 63).

Praktik waka epasan hak milik menja akaf untuk diambil

manfaatnya secara dan se bagi ingan orang banyak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada telah sejak lama
tumbuh, dan terpelihara sebagai suatu pranata keagamaan dalam kehidupan umat
Islam di tanah air. Sejarah perwakafan dapat ditelusuri sejak tersiarnya agama
Islam di kepulauan nusantara. Hal ini terbukti dengan berdirinya tempat-tempat

ibadah, lembaga pendidikan Islam, maupun sarana sosial lainnya di atas tanah
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wakaf. Seiring dengan perkembangan wacana wakaf, yang dahulu wakaf hanyalah
harta tetap, tapi kini makin luas dengan dikenalnya wakaf aset bergerak atau aset
lancar, bahkan berkembang juga wakaf tunai berbentuk uang, maka dibutuhkan

landasan hukum yang lebih memadai. Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki

peluang dan prospek pengembangan yang positif, baik dari segi kuantitas maupun
a waktunya akan mengarahkan

pemanfaatannya. Perkembangan ad
menjadi kegiatan an e roduk angka pengentasan

d Djunaidi, 2005:

kemiskinan dan an kesejahteraan masyarak

25).

Pr penyusunan RUU Wakaf dilakukan menyusul ya ide

pembentukkan Badan Wakaf Indonesia (BW1) yang diusulkan Menteri Agama RI

u kepada Presiden RI wﬁkamo Putri tertanggal

>
ul pembentukkan BWI dé Menteri Agama kepada Preside uah

r

usulan dari Sekretariat Negara agar Departemen Agama mengirim surat izin

praka menyusun draft Rancangan Undang-Undang \Wakaf.

an surat

Tangga sember 2002, Menteri Agama merespon dengan m
dan HA RUU Wakaf. Di

kepada Menteri ‘
samping itu, Mente ma jug

kepada presiden tanggal 24 Januari 2003:

perihal izi

permo persetujuan prakarsa

Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkenaan
dengan masalah perwakafan, seperti Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang
peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) Pasal 49 dan Peraturan Pemerintah

No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, kenyataan menunjukkan



16

bahwa dilihat dari tertibnya administrasi, perwakafan di Indonesia memang
meningkat karena sudah cukup banyak tanah wakaf yang bersertifikat, akan tetapi
dampaknya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum nampak. Hal ini
barangkali karena wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun

1977 tersebut hanyalah tanah milik, sedangkan wakaf dalam bentuk benda

bergerak belum diatur. Karena be a bergerak di Indonesia belum ada

peraturannya, ma an di la cuk tuk dikembangkan,

ditambah lagi n nadzir wakaf juga k rofessional dalam

peng akaf, sehingga mereka belum bisa mengembangk secara

produ Wakaf diajukan dengan merujuk Undang-Undan Tahun

2000 tentang Program Pembangunan %ional, yang menetapkan arah kebijakan

hukum agama dan hukum adat.

U dang ini lahir dalam sistem politik yang relati isebut

demokrasl, karena pilar-pilar demokrasi pada masa pembentukkan ng-undang

ini berperan deng ngan beberapa indikator yaitu: Partai politik

dari badan perwa erperan negara atau politik
nasional melalui lembaga legislatif, senthgga baik partai politik maupun anggota
parlemen sangat berperan aktif dalam proses legislasi UU Wakaf; Supremasi
rakyat di atas kepentingan penguasa yang ditandai dengan dukungan ormas
keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah yang mendukung regulasi

perwakafan Indonesia; Menjunjung tinggi pelaksanaan hukum, termasuk hukum
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agama sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dengan diundangkannya UU Wakaf,
dapat dikatakan merupakan wujud pengamalan Pancasila dan UUD 1945; Peran
eksekutif pada masa pemerintahan Megawati melalui Departemen Agama yang

secara total mendukung dan mengajukan usul inisiatif pemerintah sehingga RUU

Wakaf dapat diundangkan (Abdul Halim, 2008: 328).
Dapat disimpulkan bahwa kon

fi litik ketika produk UU No.41 Tahun
2004 tentang Wa presen engan kungan dari partai

politik, pemerintah, rmas, dapat disebut mem kter hukum yang

resp ni produk hukum yang dapat mencerminkan ra n dan
meme rapan masyarakat.
Kehadiran Undang-undang Nomo gll Tahun 2004 Tentang Wakaf secara
enandai kemauan po-lft‘l-%eg’?]fuk memperhatikan p

S0S at Islam. Perkembangan peraturan perundang-undangan tenta

hari ini_sangat ditentukan oleh dinamika internal umat Islam serta hubungan

harm a Islam dan negara. Pada akhirnya, politik Islam n oleh

proses in i/nasionalisasi gagasan sosial-politik Islam ke da Istem dan

ahur’ﬂang Wakaf serta

2006 tentang Pelaksanaan Undang-

konfigurasi sosial ional.

Lahirnya Und dang
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Ta
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah bagian dari semangat
memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar
mendatangkan manfaat yang maksimum. Oleh karena itu, wakaf produktif

dianggap sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia (Jaih Mubarok, 2008: 15).
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Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan dua
macam objek wakaf: (1) wakaf benda tidak bergerak, dan (2) wakaf benda
bergerak. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
ditetapkan bahwa benda bergerak juga dibedakan menjadi dua: (1) wakaf benda

bergerak selain uang, dan (2) wakaf benda bergerak berupa uang. Benda bergerak

selain uang pun dibedakan menjadi enda bergerak karena sifatnya (dapat
dipindahkan), da a be arena ‘ dalam peraturan

perundang-undan

ai benda bergerak.

daraan secara spesifik disebutkan dalam Undang- omor

41 Ta Pasal 16 Ayat (3), berbunyi:
“Benda bergerak sebagaimana di
a yang tidak bisa habis
c) surat berharga; d).
wa; dan g) benda berger.
uran perundang.undangan

! ikonsumsi, meliputi: a) uang;
raan; e) hak atas kekayaan i

Dalam pendefinisian wakaf tersebut ditegaskan bahwa yang diwakafkan

berup benda

etap dan bermanfaat dan tidak menyebutkan har

bergera idak bergerak. Para fugaha berbeda pendapat tenta akaf benda

bergerak. Ada tig t besar sebagaimana di Muhammad Abid

Abdillah Al-Kabisi . 271) ab Han berpendapat bahwa

pada dasarnya benda yang diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Karena obyek
wakaf itu harus bersifat tetap 'ain (dzat/pokok)-nya yang memungkinkan dapat
dimanfaatkan terus menerus. Ulama Madzhab Maliki berpendapat boleh

mewakafkan benda bergerak dengan syarat dapat dimanfaatkan untuk selamanya

atatu dalam jangka waktu tertentu.
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Madzhab Syafi'i membolehkan wakaf berupa benda bergerak apapun dengan
syarat barang yang diwakafkan haruslah benda yang kekal manfaatnya, baik
berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sedangkan Madzhab
Hambali menyatakan boleh mewakafkan harta, baik bergerak maupun tidak
bergerak, seperti mewakafkan kendaraan, senjata untuk perang, hewan ternak dan
kitab-kitab yang bermanfaat dan ang tidak bergerak, seperti rumah,
tanaman, tanah da p lain ‘

rge na sifatnya, dapat

ukum wakaf benda be

Dalam mene

dibe rinsip umum, yaitu wakaf benda bergerak yang tid ipakai
hukum alah boleh, dan wakaf benda bergerak yang habis dip umnya

tidak boleh. Setiap kaidah memiliki p r;gecualian (al-mutasnayat). Oleh karena

tersebut juga memilik?ﬁélsec n.

IS

gaimana yang dijelaskar/ oleh “para fugaha' bahwa bar ang

diwakafkan haruslah bersifat kekal atau paling tidak dapat bertahan lama.

Pand erti ini, merupakan konsekuensi logis dari kons wakaf

adalah se jariyah. Sebagai sedekah jariyah yang pahalany S menerus

mengalir sudah ba barang yang diwakafka kekal atau bertahan

lama. Namun dem , mayorit justru menekankan
pada aspek manfaatnya, bukan sifat fisiknya.
Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa macam-macam harta wakaf adalah:
1. Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah dan bangunan. Benda macam
inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai

jariyah yang lebih lama. Ini sejalan dengan wakaf yang dipraktekkan sahabat
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Umar bin Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah Saw. Demikian
juga yang dilakukan oleh bani al-Najjar yang mewakafkan bangunan dinding
pagarnya kepada Rasul untuk kepentingan masjid.
Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau benda
lainnya. Yang terakhir ini juga dapat diwakafkan. Namun, nilai jariyahnya
terbatas hingga benda tersebu dipertahankan. Bagaimanapun juga,
apabila benda idak diper“beradaannya, maka
sih

selesailah wal

ut. Kecuali apabila ma kinkan diupayakan

kar atau diganti dengan benda baru yang lain (Ah 1998:

Transformasi figh merupakan ;uatu perubahan bentuk dari penalaran
., ﬁ/'
yang beragam menjaayd adan penyelenggara ya
I peraturan perundang-un aﬁ&hﬁ -ganun). Perubahan bentu
dal berbagai hal diikuti oleh perubahan substansi, sehingga dapat
d

sebagai perubahan struktural dalam konteks str kultur

mas t karena adanya faktor determinan yang bersif

perubahan ke anusia. ’
Transforma berma,roses k ualisasi norma figh

(sebagai majmu’at al-ahkam) ke

stan bagi

am struktur masyarakat bangsa. Dalam
proses itu terjadi reduksi, adaptasi, dan modifikasi norma figh yang anti
struktur menjadi ganun yang terstruktur, yang memiliki daya ikat serta daya
atur. Bahkan dalam hal tertentu, memiliki daya paksa. Dengan demikian,

ketika figh ditransformasi ke dalam ganun ia telah mengalami perubahan
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wujud dan fungsi dalam konteks sistem hukum nasional. Figh telah
terintegrasi dengan norma lain, yang telah berubah bentuk menjadi ganun.
Bahkan dalam hal tertentu, mengalami perubahan makna, baik dalam arti

perluasan makna maupun penyempitan makna (Cik Hasan Bisri, 2011: 171).

E. Langkah — Langkah Penelitian

Adapun lan h pe yang‘ penulis dalam
penyusunan prop itian ini adalah sebagai berikut:

1. nelitian

penelitian yang dipandang bagi penelitian transform adalah

metode analisis isi. Metode peneli‘
.‘
g-undangan dengan ?

, dalam hal ini teks ganun.

untuk memahami kehendak penyusun ganun sebagaimana dirumuskan dalam

n ini diarahkan untuk memahami teks

n beberapa metode pe S

penafsiran autentik dapat kan

pe anun, yang secara rinci dapat diketahui dalam n

agaa

suatu dokumen hukum yang terdiri atas

setiap
tahap hasan draft ganun.

2. Sumber Data

Sumber data da nelitian

a. Kitab perundang-undangan seba
konsideran, batang tubuh, dan penjelasan.
b. Kitab figh dan sumber lainnya yang dijadikan rujukan, baik secara langsung

maupun tidak langsung yakni kitab Al-Mughniy karangan Ibnu Qudamah,
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Al-Figh Al-Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Al-Zuhaily, Al-Figh Al-
Sunnah karangan Sayyid Sabiq, dan lain-lain.

c. Perumus Undang-undang wakaf, yaitu Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA
salah satu perumus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Jenis Data

Peneliti menyusun jenis d rinci. Misalnya, dalam unsur proses

‘ferensi (kitab figh)
sta yang dialihkan,

transformasi da dan p

yang digunakan, bahasan terhadap sub
untuk menentukan substansi figh dialihkan (term yang
dig , dan seterusnya. Rincian unsur fokus tersebut bahan

dalam penyusunan pertanyaan pen sian, baik yang “diajukan” kepada teks
n figh maupun kapadzﬁ?nf :
ik Pengumpulan Data /’\

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah stu

i pustaka
da ara. Peneliti menginventarisasi isi teks ganun se kapan

doku innya sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan. mping itu,

menyusun beb i yang ters sebuah panduan
wawancara seb tuk di gkan dalam proses
wawancara dengan responden yang terlibat dalam proses transformasi.
5. Analisis Data

Tahapan pengumpulan data sebagaimana dikemukakan di atas, dengan

cara kajian teks dan wawancara, sebagian telah memasuki bagian awal dari

analisis data, yakni ketika dilakukan klasifikasi data. Berkenaan dengan itu,



23

pada tahap analisis data dilakukan dengan melibatkan tahapan penelitian yang
telah dilaksanakan. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara
menghubungkan apa yang telah diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal. la
ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, untuk menjawab

pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka berpikir di atas.

Analisis data yang digunak analisis data kualitatif. Analisis data
kualitatif mermgural melaI‘ kategorisasi dan
Klasifikasi, pe n dan pencarian, hubung data yang secara

sp ang hubungan antar peubah. Berdasarkan hal terseb etode

ana a dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada tahap pertama, dilakuk
n diklasifikasi menurut

aman itu dihubungkan dengan undang-undang sebagai ruju

seleksi data yang telah dikumpulkan,
ri tertentu. Tahap k il
pada,masing-masing aliran dan aspek-aspek metodologi dan memahami teks
su t. Tahap ketiga, dilakukan perbandingan unsur- amaan
. Apabila

dan p aan substansi dan metodologi kedua pandang

memungkinkan ubungan timbal balik keduanya, dengan

syarat terjadi int I antara ngan te



